
ALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR I( TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati
Jember Nomor 66 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubah an Batas Wilayah Kota praja
Surabaya dan Daerah Tingkat n Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tirnur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bah an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178]);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nornor 2 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2);
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN ATASBUPATI TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun
2021 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 66) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal9

(1) Belanja Tidak Terduga untuk penggunaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dibebankan langsung pada
anggaran Belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja Tidak Terduga untuk penggunaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan
melakukan pergeseran anggaran sebagai beriku t:
a. penggunaan dana tidak terduga diformulasikan dalam

RKA-SKPDyang membidangi;
b. RKA-SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan

perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
dan

c. dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD
atau telah melakukan perubahan APBD.

(3) Belanja Tidak Terduga untuk penggunaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dibebankan langsung pada
anggaran Belanja Tidak Terduga.

(4) Belanja Tidak Terduga untuk penggunaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat d, dibebankan langsung pada
anggaran Belanja Tidak Terduga.
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Pasal II

Peraturan Bupati. ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Diundangkan di Jember
pada tanggal 30 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd Salinan Sesuai Aslinya
\ KEPALA ~JKUM

A ZAr:t.ft 0-:1, F'K ~
NIP, 19810529 2011011 004

JUPRIONO

BERITA DAERAHKABUPATENJEMBER TAHUN2025 NOMOR \1


